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Tanah Adat Papua Diserobot Pengusaha

Warga Sulit Cari Keadilan

Anggota Komisi X DPR Robert | Kardinal
menyesalkan masih sulitnya bagi masyarakat
Papua mencari keadilan atas tanahnya. Walhasil,
tak sedikit warga Papua terpaksa harus ke Jakarta
hanya untuk menjemput keadilan.

ROBERT mengatukan, masya-
rakat adat di Boven Digoel dan
Kabupaten Sorong bersusah
payah sampai ke Jakarta hanya
untuk mencari keadilan,

“Berapa ribu kilometer yang
harus mereka tempuh untuk men-
jemput keadilan,” kata dia me-
nyikapi aksi demonstrasi puluhan
masyarakat adat Papua, suku
Awyu di Boven Digoel dan suku
Moi di gedung Mahkamah Agung
(MA), Jakarta Pusat, pekan lalu.

Lewat aksi damai di depan kan-
tor para wakil Tuhan ini, mereka
herharap MA menjatuhkan patusan
hukum yang dapat melindungi hu-
tan adat mereka. Masyarakar adat
ini tengah terlibat gugatan lantaran
tanah adat mereka diserobot sejum -
lah perusahaan sawit asal Jakarta,
Gugatan kedua suku ini kini telah
sampai tahap kasasi di MA,

Khusus Suku Awyu. mereka
menggugat kasasi tiga perusa-
haan sawit yang beroperasi di
Boven Digoel, yakni PT Indo
Asiana Lestari (IAL), terkait
izin kelayakan lingkungan hidup
seluas 36,094 hektare vang dike-
luarkan Pemerintah. Kemudian
PT Kartika Cipta Pratama dan
PT Megakarya Juya Rayu.

Sementara Suku Moi, menga-
Jukan gugatan kepada PT Sorong
Agro Sawitindo (SAS) atas
18.160 hektare hutan adat untulk
perkebunan sawil, PT SAS se-
belumnya memegang konsesi
s¢luas 40 ribu hekare di Sorong

Namun pada 2022, Pemerintah
Pusat mencabut izin pelepasan
kawasan hutan PT SAS, disusul
dengun pcnczlbul:m izin usaha.
Masalah hutan adat tersebut kini
masuk di PTUN Jakarta.

Robert menilai, banyak seng-
keta hukum antara masyarakat
adat di Papua dan pelaku usaha di
perkebunan lantaran sama sekali
tiduk melibatkan masyarakat
adat. Padahal. seluruh tanah di
Papua itu, ada pemiliknya, mas-
yarakat adat di sana. Hak mas-
yarakat adat Papua tidak hanya
dilindungi oleh undang-undang
yang berlaku di Indonesia, tapi
juga oleh hukum internasional.

“Bagaimana scorang dari
Jakarta, mungkin pemiliknya
nggak pernah tinggal di Jakarta,
mungkin di Singapura, Hong
Kong, bisa mengklaim ribuan
hektare tanah adat masyarakat
yang hidupnya sengsara di ping-
gir hutan itn,” tegasnyu.

Robert J Kardinal

Untuk itu, dia mendesak Peme-
rintah mengambil sikap atas
sengketa lahan antara masyarakat
adat Papua dengan pelaku usaha
perkebunan, Apalagi masyarakat
adat di Papua, sama sekali ti-
dak mengetahui jika hutan adat
mereka akan dialihfungsikaan
menjadi lahan perkebunan sawit.

“Jadi jangan hanya melihat
substansi hukumnya, tapi juga
lihat sosial dan politiknya dan
bagaimana penghargaan kepada
masyarakal adat i Papua yang
ada, Mereka turun-temurun ting-
galdi sitn, namun tiba-tiba hutan
mercka puluhan ribu hektare
dibongkar begitu saju tanpa hak
yang jelas,” wantinya.

Untuk itu, politisi Golkar
daerah pemilihan Papua Barat
Daya ini berharap, sengketa
lahan di Papua ini jadi pelajaran
untuk ke depan agar Pemerintah
hendaknya bertindak sebagai

fusilitator, Pemerintah bisa ber-
tindak Pejabat Catatan Sipil yang
berdiri di tengah-tengah antara
investor dan masyarakat adat,

“Biarlah pemilik tanah dan
investor ini berunding sendiri.
Pemerintah cukup mendengark an
apd yang mereka bicarakan. Bila
perlu menjaga supava kepen-
tingan-kepentingan masyaraka
adatini bisa terpenuhi,” ucapnya.

Jangan juga, lanjutnya, investor
cumadatang ke Pemerintah, terus
tidak melihat ke bawah, tiba-tiba
izinnyakeluar. * Amdalnya keluar.
Padahal Amdal itu kan juga harus
melibatkan masyarakat yang ada
di sit.” bilangnya.

Robert menilai, Pemerintah
sehaiknya mengubah cara pan-
dang terhadap pengelolaan sum-
ber daya alam di Papua. Tidak
sekadar melayani pengusaha,
tapi jupa membela kepentingan
masyarakat adat.

Untuk itu, dia mendesak ne-
gara untuk ikut agar semua izin
hak guna usaha yang ada tanpa
melibatkan masyarakat adat itu
dibatatkan seluruhnya.

“Oke-lah kalau pelaku usaha
mau kerja di Papua. Tapi Papua
ini kan ada yang punya tanah, ya
duduk bersama, bicarakan, Apak-
ah penyertaan modal tanahnya itu
dengan investor, bagi hasil atau
bagaimana, tapi diselesaikan oleh
mereka berdua (pelakn usaha dan
masyarakat adat). Pemerintah cu-
kup mengesahkan aturan, izinnya

s, pesannyi,

Sementara, anggota DFRD
Provingi Papua John NR Gobai
mengatakan, di beberapa daerah
di Papua memang terdapat ribuan
hektare sawit yang ditanam oleh
perusahaan-perusahaan yiang
diberikan izin,

Sayangnya. keberadaan peru-
sahaan sawit ini malah memicu
konflik dengan masyarakat se-
tempat. “Ada vang mendukung,
ada juga yang meminta perusa-
haan ditutup,” katanya.

Menurutnya, pemicu konflik
perusshaan sawit dan masyara-
kat lantaran penerimaan resmi
dari sawit yang selama ini disetor
ke pemerintah pusat. Sementara,
pemerintah daerah mendapat
sedikit, tidak sebanding dengan
jumlah sawit dan minyak sawit
yang keluar dari pohon sawit
ditanam di tanah Papua.

“Mungkin keeil karena masuk
ke kantong pribadi oknum peja-
bat,” ujamya.

Untuk meredam konflik di Pa-
pua ini, menurutnya, Pemerintah
tidak perlu lagi mengeluarkan
izin untok penambahan kebun
kebun sawit. Sebab nyatanya,
kehadiran sawit telah merusak
sumber kehidupan masyarakat,

Suwit juga telah merusak
sumber hidup. sumber tanaman
obatdari masyarakat. Yang lebih
parah, kehadiran sawit malah
membuat banyak daerah ping-
giran banjir. m KAL
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